
Volume 4 Nomor 1 Maret 2025 
https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose 
DOI : https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1595   
e-ISSN: 2829-1719, ISSN: 2962-3812 

1 
 

 

Praktik Utang Piutang pada Tradisi Buwuh Walimatul ‘Urs 
Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam 
 
Dewi Rukayati1 & A. Dimyati2 
1,2 Institut Pesantren Mathali’ul Falah (IPMAFA) Pati, Indonesia  
1dewirukayati@gmail.com, 2dimyati@ipmafa.ac.id  

  
Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik utang piutang pada tradisi 
buwuh walimatul ‘urs yang dilakukan oleh masyarakat Desa Perdopo 
Gunungwungkal Pati dan untuk menganalisis praktik buwuh tersebut dalam 
perspektif sosiologi ekonomi Islam menggunakan Teori Resiprositas oleh 
Marcel Mauss. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode 
kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
terjadi peralihan akad pada tradisi buwuh walimatul ‘urs masyarakat Desa 
Perdopo Gunungwungkal Pati dari yang semula menggunakan akad hibah 
menjadi akad utang piutang. Peralihan tersebut dilihat dari tiga aspek, yaitu 
adanya pencatatan buwuh, kuantitas buwuhan yang diberikan dan 
pengembalian buwuhan. Peralihan tersebut dipengaruhi oleh adanya 
resiprositas pada masyarakat setempat, sehingga setiap buwuhan yang 
diterima menimbulkan kewajiban untuk mengembalikannya. Penelitian ini 
juga mengidentifikasi adanya resiprositas alternerend. Hal ini merupakan 
bentuk penyimpangan pada teori resiprositas, di mana tradisi buwuh bisa 
beralih-alih atau berganti-ganti antara pemberian sukarela (hibah) dan 
pemberian bersifat transaksional (utang piutang). 
Kata Kunci: Tradisi Buwuh, Utang Piutang, Resiprositas 
 
Abstract 

This study aims to find out the practice of debt and receivables in the tradition of 
buwuh walimatul 'urs carried out by the people of Perdopo Gunungwungkal Pati 
Village and to analyze the practice of buwuh in the perspective of Islamic economic 
sociology using the Theory of Reciprocity by Marcel Mauss. This research is a field 
research with a descriptive qualitative method. Data collection techniques use 
observation, documentation and interviews. The results of this study show that there 
is a shift in the tradition of buwuh walimatul 'urs of the people of Perdopo 
Gunungwungkal Pati Village from the original use of grant contracts to debt and 
receivables contracts. The transition is seen from three aspects, namely the recording 
of buwuh, the quantity of buwuhan given and the return of buwuhan. The transition 
is influenced by the reciprocity of the local community, so that every bowuhan received 
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gives rise to the obligation to return it. This study also identified the existence of 
alternent reciprocity. This is a form of deviation from the theory of reciprocity, where 
the buwuh tradition can switch or alternate between voluntary giving (grant) and 
transactional giving (debt and receivable). 
Keywords: Buwuh Tradition, Debt and Receivables, Reciprocity 
 
A. Pendahuluan 

Tradisi buwuh dalam walimatul ‘urs masih dijalankan masyarakat 

Jawa Tengah hingga saat ini. Tradisi buwuh tidak sekental zaman dahulu 

terutama di daerah perkotaan. Namun, tradisi ini masih kental untuk 

beberapa daerah pedesaan. Tradisi buwuh merupakan sebuah kegiatan 

memberikan bantuan, dapat berupa barang atau jasa kepada orang yang 

menyelenggarakan sebuah hajatan. Pada umumnya yang melakukan 

buwuhan adalah saudara atau tetangga, kemudian antara laki-laki dan 

perempuan berbagi peran guna menyiapkan perjamuan untuk tamu yang 

lain. (Geertz dan Hildread, 1983) Tradisi buwuh menjadi tradisi yang turun 

temurun dengan pemberian kepada pihak yang mengadakan acara 

walimatul ‘urs. Pemberian dapat berupa uang tunai atau barang tertentu 

seperti beras, gula, mie, rokok, pisang, kelapa dan makanan tradisional 

yang biasa disajikan dalam walimatul ‘urs.  

Pada awalnya tradisi buwuh menjadi tradisi yang dilakukan 

dengan tujuan untuk tolong menolong dan mempererat tali silaturahmi. 

Ketika ada tetangga, saudara atau rekan kerja mengadakan walimatul ‘urs, 

masyarakat sekitar secara sukarela akan membantunya, sehingga orang 

yang melaksanakan walimatul ‘urs tidak terlalu terbebani dalam modal. 

Namun, dengan berkembangnya zaman, tradisi buwuh tidak hanya 

sekedar tolong menolong atau untuk menjaga hubungan silaturahmi. Saat 

ini pihak yang mengadakan walimatul ‘urs mencatat apa saja buwuhan dari 

orang lain yang datang ke rumahnya. Hal ini bertujuan sebagai acuan saat 

buwuhan akan dikembalikan jika seseorang yang buwuh tadi suatu waktu 

mengadakan walimatul ‘urs. Sehingga tradisi buwuh dalam walimatul ‘urs 

telah berkembang menjadi tradisi yang dilakukan dengan 

mempraktikkan sistem utang piutang.   

Tradisi buwuh masih banyak dilakukan oleh masyarakat salah 

satunya oleh masyarakat Desa Perdopo Kecamatan Gunungwungkal 

Kabupaten Pati.  Desa Perdopo merupakan salah satu daerah yang masih 

melestarikan tradisi buwuh pada walimatul ‘urs yang diadakan tetangga, 

saudara, teman dan rekan kerja. Tradisi buwuh dilakukan dengan 

memberikan uang tunai atau barang tertentu seperti sembako dan 
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makanan khas yang disajikan saat walimatul ‘urs. Dahulu tradisi buwuh 

dilaksanakan dengan niat sukarela memberi tanpa mengharapkan 

pengembalian. Namun, seiring berjalannya waktu tradisi buwuh 

dilaksanakan dengan sistem utang piutang. Masyarakat Desa Perdopo 

telah meyakini bahwa tradisi buwuh yang dilakukan tidak hanya sekedar 

pemberian, melainkan dianggap sebagai utang piutang yang harus 

dibayarkan oleh si penerima kepada si pemberi saat mengadakan acara 

walimatul ‘urs. Ketika terdapat seseorang yang tidak membayarnya, maka 

akan dianggap masih berutang dan menjadi bahan omongan masyarakat 

setempat. 

Praktik utang piutang pada tradisi buwuh walimatul ‘urs dapat 

dicontohkan pada kasus ibu L yang merupakan pelaku tradisi buwuh yang 

tinggal di Desa Perdopo RT 03 RW 02 Kecamatan Gunungwungkal 

Kabupaten Pati. Ibu L saat mengadakan walimatul ‘urs untuk anak 

perempuannya pada tahun 2014. Saat acara berlangsung, ibu S buwuh 

berupa beras 10 Kg, gula pasir 5 Kg, rokok 1 slop, dan pisang raja 1 tandan. 

Barang yang diberikan oleh ibu S tersebut ditulis dalam buku catatan dan 

dianggap sebagai utang yang harus dibayar ketika ibu S mengadakan 

walimatul ‘urs dikemudian hari. Ketika ibu S buwuh harga beras masih Rp 

8.500/Kg, gula pasir Rp 10.000/Kg, rokok Rp 100.000/slop dan pisang 

raja Rp 100.000/tandan yang tergantung pada banyaknya sisir dan 

kelangkaan di pasaran. Tahun 2022 ibu S mengadakan walimatul ‘urs 

untuk putranya, sehingga ibu L harus membayar utang buwuhnya sesuai 

dengan jumlah yang diberikan ibu S sebelumnya. Di tahun 2022 harga 

beras telah naik menjadi Rp 10.000/Kg, gula pasir Rp 14.000/Kg, rokok 

Rp 150.000/slop dan pisang raja Rp 150.000/tandan. Selisih harga yang 

cukup besar ini menyebabkan ibu L merasa keberatan dalam 

membayarnya. (Wawancara dengan Ibu L, 2023) 

Selain ibu S, terdapat ibu R yang buwuh berupa beras 15 Kg dan 

gula 10 Kg yang dicatat dalam buku yang sama. Ibu L juga 

menganggapnya utang yang harus dibayar kemudian hari. Hingga saat 

ini ibu R belum mengadakan acara walimatul ‘urs, sehingga ibu L belum 

bisa melunasinya dan di masyarakat masih dianggap berutang. 

Selanjutnya, ibu N buwuh berupa uang tunai sebesar Rp 500.000, beras 5 

Kg dan gula pasir 5 Kg. Namun, buwuh ibu N ini tidak dianggap utang 

melainkan piutang yang dibayarnya kepada ibu L yang telah buwuh pada 

tahun 2013. Ibu S, ibu R dan ibu N merupakan tiga orang yang buwuh 

sedangkan total orang buwuh di ibu L sekitar 200 orang yang tercatat 

https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose


Dewi Rukayati & A. Dimyati 

4  Vol. 4 No. 1 Maret 2025 

dalam buku. Ibu L menganggap semua buwuh yang diterimanya sebagai 

utang dan harus dibayarnya pada saat pemberi mengadakan walimatul 

‘urs. (Wawancara dengan Ibu L, 2023) 

Kondisi ekonomi keluarga Ibu L tidak selalu stabil saat membayar 

utang buwuh-nya. Pada kondisi ekonomi yang kurang baik, Ibu L sesekali 

terpaksa mencari pinjaman uang atau meminjam pada toko sembako agar 

dapat membayar utangnya. Masalah seperti ini menjadi beban 

perekonomian dan menyebabkan problematika utang piutang yang 

dialami Ibu L. (Wawancara dengan Ibu L, 2023) Berdasarkan kasus 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Ibu L sering merasa keberatan saat 

membayar utangnya. Utang piutang buwuh harus dikembalikan pada saat 

si pemberi mengadakan walimatul ‘urs yang belum pasti waktu 

pelaksanaannya. Selain itu, dalam jangka waktu lama harga barang-

barang yang harus dikembalikan mengalami kenaikan. Sehingga kondisi 

tersebut dapat menyebabkan rasa keberatan karena adanya kenaikan 

harga sementara barang yang dikembalikan harus sesuai dengan jumlah 

pemberian sebelumnya. 

Tradisi buwuh pada dasarnya menggunakan akad hibah, tetapi 

pada masyarakat Desa Perdopo timbul rasa mengharapkan adanya 

pengembalian dan tuntutan untuk membayar buwuhan yang telah 

diterima. Adanya rasa mengharapkan pengembalian buwuh ini membawa 

perubahan pada pelaksanaan tradisi buwuh dengan menerapkan sistem 

utang piutang. Kondisi ini menarik untuk diteliti menggunakan 

perspektif sosiologi ekonomi Islam. Sosiologi ekonomi Islam digunakan 

agar dapat menganalisis adanya peralihan akad pada tradisi buwuh yang 

semula hibah menjadi utang piutang. Sosiologi ekonomi Islam 

merupakan ilmu yang mempelajari hubungan masyarakat yang di 

dalamnya terdapat interaksi sosial dan ekonomi. Tradisi buwuh menjadi 

salah satu contoh dari interaksi sosial dan ekonomi masyarakat yang di 

dalamnya mengandung fenomena menarik untuk diteliti. Fenomena yang 

dimaksud yaitu adanya penerapan sistem utang piutang.  

Sistem utang piutang yang diterapkan pada tradisi buwuh di Desa 

Perdopo menjadi pembahasan yang cukup menarik. Hal ini disebabkan 

pemberian pada tradisi buwuh awalnya dilakukan dengan sukarela. 

Kondisi ini membuat penyelenggara walimatul ‘urs memperoleh 

keuntungan dengan menerima berbagai pemberian. Namun, nantinya si 

penerima dituntut harus mengembalikan sesuai dengan jumlah yang 

diterima. Kondisi yang kerap menimbulkan permasalahan ialah 
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pengembalian saat si pemberi mengadakan walimatul ‘urs yang tidak 

diketahui kepastian waktunya sedangkan kondisi ekonomi tidak selalu 

baik, sehingga menyebabkan masyarakat mengalami keberatan. 

Ditambah lagi walimatul ‘urs diadakan pada bulan tertentu yang dianggap 

baik sehingga menyebabkan acara satu orang dengan orang yang lain 

saling berdekatan bahkan bersamaan. Berdasarkan latar belakang yang 

dipaparkan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian yang 

mengkaji lebih dalam tentang Praktik Utang Piutang pada Tradisi Buwuh 

Walimatul ‘urs Masyarakat Desa Perdopo Gunungwungkal Pati dalam 

Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam.  

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalah terkait 

bagaimana praktik utang piutang pada tradisi buwuh walimatul ‘urs di 

Desa Perdopo Gunungwungkal Pati serta bagaimana praktik utang 

piutang pada tradisi buwuh walimatul ‘urs masyarakat Desa Perdopo 

Gunungwungkal Pati dalam perspektif sosiologi ekonomi Islam. Tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengetahui praktik utang 

piutang pada tradisi buwuh walimatul ‘urs di Desa Perdopo 

Gunungwungkal Pati dan mengetahui praktik utang piutang pada tradisi 

buwuh walimatul ‘urs masyarakat Desa Perdopo Gunungwungkal Pati 

dalam perspektif sosiologi ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya khasanah keilmuan terkait perspektif sosiologi 

ekonomi Islam terhadap praktik utang piutang pada tradisi buwuh dan 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perspektif sosiologi 

ekonomi Islam terhadap praktik utang piutang pada tradisi buwuh. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan dilakukan secara langsung pada Masyarakat Desa Perdopo 

Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan keadaan 

subjek atau objek saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

sebagaimana semestinya. (Moleong, 2006) Penelitian ini bersifat 

deskriptif, yakni menjelaskan secara lengkap mengenai perspektif 

sosiologi ekonomi Islam terhadap praktik utang piutang pada tradisi 

buwuh di Desa Perdopo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.  

Teknik pengumpulan data menggunakan trianggulasi yaitu, 

wawancara terikat, observasi untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan pengindraan. (Bungin, 2008) dan dokumentasi yakni 
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metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia 

dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan 

pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara mendalam. (Suwarsi, 2008). Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling dengan menentukan beberapa kriteria 

yaitu responden merupakan masyarakat Desa Perdopo, berusia 35 tahun 

ke atas dan sudah pernah mempraktikkan utang piutang pada tradisi 

buwuh walimatul ‘urs. Metode analisis data menggunakan model yang 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono 

(Sugiyono, 2008) yakni reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan 

polanya serta membuang yang tidak perlu, menyajikan data (data display) 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart 

dan sejenisnya, verification (conclusion drawing) atau pengambilan 

kesimpulan terhadap data yang telah disajikan.   

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Resiprositas Menurut Marcel Mauss 

Marcel Mauss di dalam bukunya yang berjudul Pemberian: 

Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno menyatakan 

bahwa: (Mauss, 1992) 

“Pada dasarnya tidak ada pemberian secara cuma-cuma. Segala bentuk 
pemberian, selalu diikuti oleh pemberian kembali atau imbalan.”  

Semua bentuk barang pemberian diberikan dan dibayar 

kembali dalam suatu kerangka kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

para pelakunya. Suatu pemberian dipahami sifatnya sukarela, tanpa 

paksaan dan tanpa pamrih. Namun, kenyataannya bersifat 

mengharuskan atau mewajibkan untuk adanya pengembalian atau 

pamrih. Mauss berpendapat bahwa ada tiga macam kewajiban yang 

harus dilakukan oleh manusia, yaitu kewajiban untuk memberi, 

menerima dan membayar kembali. 

Mauss juga mengungkapkan resiprositas merupakan adat 

istiadat yang bersifat wajib mengikat dan menyeluruh. Hal tersebut 

dikarenakan yang dipertukarkan adalah prestation yang menyangkut 

harga diri dari individu atau kelompok yang akan membentuk 

transaksi dan kontak sosial dalam masyarakat. Prestation atau prestasi 

adalah nilai suatu barang menurut sistem-sistem makna yang berlaku 

dalam masyarakat terkait dan bukan nilai harfiah dari barang 
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pemberian tersebut. Dalam hal ini prestation adalah kehormatan dari 

pihak-pihak yang melakukan pemberian. Pemberian seseorang 

kepada orang lain adalah bagian dari suatu sistem tukar menukar 

yang saling memberi dan mengimbangi, yang mana kehormatan dari 

si pemberi dan si penerima terlibat di dalamnya. Berkaitan dengan 

prestasi, Mauss menyatakan bahwa: (Mauss, 1992) 

“Prestasi-prestasi yang dalam teori bersifat sukarela tanpa paksaan, 
tanpa pamrih dan spuntan, tetapi dalam kenyataannya bersifat 
mengharuskan atau mewajibkan dan berisikan pamrih. Bentuk yang 
biasanya digunakan ialah pemberian hadiah yang secara murah hati 
disajikan, tetapi kelakuan yang menyertai pemberian itu resmi dengan 
kepura-puraan dan penipuan sosial. Sementara, transaksi itu sendiri 
dilandasi oleh kewajiban dan kepentingan ekonomi diri sendiri dari pada 
pelakunya.” 

Pernyataan di atas dapat dipahami prestasi yang diberikan 

dalam kegiatan resiprositas secara teori bersifat sukarela. Namun, 

kenyataannya hal tersebut bersifat kewajiban yang tidak menutup 

kemungkinan adanya sanksi apabila tidak dijalankan. Dibalik suatu 

pemberian terdapat prestasi yang dipertaruhkan. Pemberian dapat 

dimaknai sebagai ajang untuk menjalin hubungan silaturahmi antar 

masyarakat. (Syukur, 2020) Sehingga sanksi bagi yang tidak 

menjalankan dapat berbentuk rusaknya hubungan silaturahmi antar 

individu maupun masyarakat. 

Pada aktivitas resiprositas si penerima tidak dapat menolak 

pemberian karena penolakan sama halnya dengan penghinaan 

terhadap si pemberi. Selain itu, menolak suatu pemberian akan 

menunjukkan ketidakmampuan si penerima untuk menerima mana 

atau kehormatan si pemberi. Sehingga si penerima digolongkan 

dalam kategori yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan 

dengan si pemberi. Penolakan juga menunjukkan rasa takut harus 

membayar kembali dan rasa malu apabila gagal mengembalikan 

pemberian. Kegagalan untuk memberi atau menerima sama halnya 

kegagalan untuk membalas pemberian, yang artinya sama dengan 

kehilangan rasa harga diri dan kehormatannya. Kewajiban dari 

pengembalian barang atau jasa merupakan suatu keharusan. Muka 

akan hilang selamanya jika pengembalian tidak dilakukan atau 

sekiranya nilai yang sama tidak dihancurkan. Sanksi kewajiban untuk 

membayar kembali dalam kasus utang adalah menjadi budak. 

(Mauss, 1992) 
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Menurut Marcel Mauss kegiatan yang menerapkan konsep 

resiprositas ditandai dengan ciri-ciri berikut ini: (Mauss, 1992) 

1) Pengembalian barang yang diterima tidak dilakukan pada saat 

barang pemberian diterima. Artinya pengembalian barang 

dilakukan pada waktu yang berbeda sesuai dengan adat 

kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat.  

2) Pengembalian pemberian barang yang diterima memiliki nilai 

lebih tinggi dari pada barang yang diterima atau setidaknya sama.  

Barang pemberian yang diterima tidak dilihat sebagai barang 

dengan nilai harfiah, melainkan sebagai prestasi. 

2. Resiprositas dalam Nalar Sosiologi Ekonomi Islam 

Resiprositas kaitannya dengan sosiologi ekonomi Islam ialah 

dalam hal akad. Akad secara linguistik memiliki makna 

menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung 

sesuatu. Makna ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat 

umum, yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu baik yang bersifat 

pribadi maupun berkaitan dengan pihak lain untuk mewujudkannya. 

Sedangkan menurut istilah, akad adalah hubungan atau keterkaitan 

antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ dan 

memiliki implikasi hukum tertentu. Pada dasarnya akad memiliki 

prinsip yang sama dengan resiprositas. Adanya akad memicu 

munculnya perpindahan kepemilikan atas sesuatu yang mana pada 

prosesnya satu pihak memberi dan pihak lain menerima. Hal ini sesuai 

dengan resiprositas yaitu ada pemberian dari satu pihak dan harus 

diterima oleh pihak lain yang dituju oleh pemberi. Baik dalam akad 

maupun resiprositas sama-sama ada unsur kerelaan dari kedua belah 

pihak yang terlibat dan ada tujuan yang diinginkan. Pemberi 

memberikan sesuatu dengan suka rela, begitu pula dengan penerima 

akan menerima pemberian tanpa ada paksaan. 

Selanjutnya timbal balik pada resiprositas juga terdapat dalam 

akad. Timbal balik terjadi ketika terdapat pemberian maka harus 

diterima dan diiringi dengan pemberian kembali. Akad akan 

menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi pihak yang bertransaksi 

yaitu memberi dan menerima bagi kedua belah pihak. Pada 

resiprositas ketika ada pemberian menimbulkan adanya kewajiban 

bagi penerima untuk menerima kemudian kewajiban untuk 

mengembalikan, sedangkan pemberi memiliki hak untuk menerima 

kembali atas pemberiannya. 
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3. Perubahan Persepsi Masyarakat Desa Perdopo Terkait Akad pada 

Tradisi Buwuh 

Tradisi buwuh di Desa Perdopo mengalami pergeseran akad 

dari hibah menjadi utang piutang. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan penyusun diperoleh penjelasan bahwa tradisi buwuh di Desa 

Perdopo dahulunya merupakan pemberian secara sukarela tanpa 

mengharap adanya pengembalian. Kemudian tradisi buwuh di Desa 

Perdopo mengalami pergeseran akad menjadi utang piutang. Setiap 

buwuhan yang diberikan diharapkan akan diterima kembali nantinya. 

Hasil wawancara penyusun diperoleh faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya pergeseran akad pada tradisi buwuh berikut 

ini: 

1) Adanya perasaan gengsi antarmasyarakat 

Tradisi buwuh dilakukan oleh orang-orang dengan 

perekonomian menengah ke atas, sehingga masyarakat 

beranggapan bahwa orang yang mampu buwuh adalah orang yang 

memiliki perekonomian yang baik. Sementara pada kehidupan 

sosial masyarakat terdapat kebiasaan dalam memperlakukan 

orang berdasarkan kekayaan yang dimiliki. Masyarakat dengan 

perekonomian baik akan lebih disegani dan dihormati oleh 

masyarakat setempat. Sehingga banyak masyarakat yang ingin 

disegani dengan cara menunjukkan bahwa perekonomian yang 

dimiliki stabil dengan cara memberikan buwuhan agar derajatnya 

di masyarakat dapat naik. 

2) Adanya keinginan dari masyarakat Desa Perdopo untuk 

memperoleh keuntungan 

Masyarakat Desa Perdopo menjalankan tradisi buwuh 

seperti sebuah kegiatan transaksional yang dapat memberikan 

keuntungan bagi pelakunya. Tradisi buwuh yang dilakukan dengan 

akad utang piutang nantinya ada pengembalian saat mengadakan 

walimatul ‘urs. Sedangkan jarak antara penerimaan dan 

pengembalian buwuhan bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-

tahun. Jarak yang lama akan memberikan kemungkinan buwuhan 

yang dikembalikan dengan jumlah yang sama tetapi harga yang 

diperoleh lebih tinggi dari saat diterima. Adanya kenaikan harga 

pada barang-barang buwuhan pasti akan memperbesar 

kemungkinan masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari 

buwuhan. Oleh karena itu, tidak heran jika terdapat banyak 
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masyarakat yang memanfaatkan acara walimatul ‘urs untuk 

memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. 

3) Adanya keinginan masyarakat untuk menjaga hubungan 

silaturahmi  

Buwuhan yang tidak dikembalikan dapat merusak 

hubungan silaturahmi antarmasyarakat. Beberapa hasil 

wawancara dengan responden dijelaskan bahwa masyarakat yang 

tidak mengembalikan buwuhan akan menjadi bahan gunjingan 

masyarakat. Akibat dari tidak mengembalikan buwuhan 

membuatnya tidak disapa dan dijauhi oleh orang tersebut. 

Sehingga tradisi buwuh dilakukan dengan sistem utang piutang 

untuk menjaga hubungan silaturahmi antarmasyarakat. 

4. Praktik Utang Piutang pada Tradisi Buwuh Walimatul ‘urs 

Masyarakat Desa Pedopo Gunungwungkal Pati dalam Perspektif 

Sosiologi Ekonomi Islam 

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan Teori Resiprositas 

yang dikemukakan oleh Marcel Mauss. Pada buku yang berjudul 

Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno Mauss 

mengungkapkan bahwa: (Mauss, 1992) 

“Pada dasarnya tidak ada pemberian secara cuma-cuma. Segala bentuk 

pemberian, selalu diikuti oleh pemberian kembali atau imbalan.” 

Ungkapan tersebut sesuai dengan kebiasaan yang telah 

diterapkan oleh masyarakat Desa Perdopo pada tradisi buwuh. 

Masyarakat akan mengembalikan barang buwuhan yang diterimanya 

ketika si pemberi mengadakan walimatul ‘urs. Pengembalian buwuhan 

ini dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan 

masyarakat.  

Prinsip resiprositas menyebutkan bahwa manusia memiliki 

tiga kewajiban yaitu memberi, menerima dan mengembalikan. 

Prinsip tersebut sesuai dengan pelaksanaan tradisi buwuh di Desa 

Perdopo. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian buwuh untuk 

meringankan beban masyarakat dalam menanggung biaya 

mengadakan walimatul ‘urs dan menjaga hubungan silaturahmi. 

Dilanjutkan dengan adanya kewajiban bagi pihak yang mengadakan 

walimatul ‘urs untuk menerima buwuhan dari para tamu undangan. 

Setelah buwuhan diterima akan timbul kewajiban berikutnya yaitu 

mengembalikan buwuhan yang telah diterima sebelumnya. 
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penyusun 

telah diketahui bahwa tradisi buwuh di Masyarakat Desa Perdopo 

menerapkan sistem utang piutang. Hal tersebut dapat dilihat dari 

ketiga aspek yang menunjukkan terdapat utang piutang pada 

pelaksanaan tradisi buwuh di Desa Perdopo. Berikut ini akan 

dijelaskan terkait ketiga aspek praktik utang piutang pada tradisi 

buwuh walimatul ‘urs dalam teori resiprositas: 

1) Pencatatan Buwuh di Desa Perdopo dalam Teori Resiprositas 

Pada teori yang dikemukakan Mauss disebutkan bahwa 

sesuatu yang diberikan dalam resiprositas secara teori bersifat 

sukarela. Namun, pada kenyataannya hal tersebut bersifat adanya 

kewajiban untuk mengembalikan dan tidak menutup 

kemungkinan adanya sanksi apabila tidak dijalankan. Dibalik 

suatu pemberian terdapat prestasi yang dipertaruhkan. 

Pemberian dapat dimaknai sebagai ajang untuk menjalin 

hubungan silaturahmi antarmasyarakat. (Syukur, 2020) Ungkapan 

tersebut sesuai dengan tradisi buwuh di Desa Perdopo yang 

diberikan secara sukarela dan terdapat keinginan untuk 

membantu sesama di dalam niatnya. Tetapi dalam 

pelaksanaannya, buwuhan yang telah diberikan menimbulkan 

tuntutan untuk dikembalikan suatu saat nanti. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya pencatatan pada setiap buwuhan sesuai dengan 

nominal yang diberikan dan diterima.  

Hasil wawancara penyusun menunjukkan bahwa praktik 

buwuh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Perdopo dimulai 

dengan ndeleh atau njegongi. Kemudian saat mengadakan 

walimatul ‘urs, si pemberi dapat mengundang orang-orang yang 

pernah menerima buwuhan darinya. Saat si pemberi ndeleh atau 

njegongi, ia akan mencatat siapa saja yang menerima buwuhan dan 

apa yang diberikan sebagai buwuhan-nya. Selanjutnya saat si 

pemberi akan mengadakan walimatul ‘urs, ia akan melihat catatan 

tersebut dan menggunakannya sebagai acuan membuat daftar 

orang-orang yang akan diberi undangan. Melalui catatan tersebut, 

si pemberi juga dapat memastikan bahwa orang-orang yang 

pernah menerima buwuhan-nya datang dengan mengembalikan 

buwuhan yang nilainya minimal sama. (Wawancara dengan Ibu R, 

2023) 
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2) Teori Resiprositas terhadap Kuantitas Buwuh Masyarakat Desa 

Perdopo 

Teori resiprositas menurut Mauss dijelaskan bahwa suatu 

pemberian harus dikembalikan dengan nilai yang lebih tinggi atau 

setidaknya sama dengan yang diterima. Teori tersebut sesuai 

dengan praktik buwuh di Desa Perdopo, yang mana buwuhan harus 

dikembalikan dengan kuantitas dan kualitas yang sama. 

Masyarakat Desa Perdopo memberikan buwuhan berupa uang 

tunai bagi tamu undangan laki-laki dan barang bagi tamu 

undangan perempuan. Buwuhan tersebut juga memiliki batasan 

minimal yang berlaku dalam masyarakat setempat yang bisa 

berubah seiring berjalannya waktu.  

Buwuhan berupa uang tunai dipengaruhi oleh adanya 

jarak. Semakin lama jarak penerimaan dan pengembalian 

buwuhan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya 

perubahan pada batas minimal buwuhan. Hal tersebut lantaran 

masyarakat mempertimbangkan kepantasan ukuran nilai sosial 

dan kesadaran akan nilai inflasi. Namun, pengembalian buwuh 

berupa uang tunai ini berbanding terbalik dengan buwuh berupa 

barang. Buwuhan berupa barang seperti beras, gula, mie gelung, 

rokok, kelapa dan sebagainya tidak dipengaruhi oleh adanya 

jarak. Walaupun jarak antara penerimaan dan pengembalian 

cukup lama, buwuhan harus tetap dikembalikan dengan kuantitas 

yang sama. Jarak yang cukup lama akan menimbulkan 

kemungkinan terjadi kenaikan harga pada barang-barang yang 

digunakan untuk buwuh. Kenaikan harga tersebut tidak 

memengaruhi kuantitas buwuhan yang harus dikembalikan. 

(Wawancara dengan Ibu L, 2023) Penjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa pengembalian buwuhan berupa barang tidak 

dipengaruhi oleh adanya inflasi. Sehingga ketika terjadi kenaikan 

pada barang-barang tersebut saat hendak mengembalikan 

buwuhan, masyarakat dapat mengalami kesulitan. 

3) Pengembalian Buwuh di Desa Perdopo Menurut Teori Resiprositas 

Mauss menjelaskan dalam teori resiprositas, pemberian 

bukan hanya sekedar pemberian suatu barang. Melainkan 

pemberian tersebut bisa dimaknai sebagai suatu kehormatan 

seseorang. Pengembalian buwuhan pada masyarakat Desa 

Perdopo melibatkan kehormatan dari si penerima buwuh 
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sebelumnya. Si penerima buwuhan akan menerima sanksi sosial 

yang dapat mempertaruhkan kehormatannya apabila tidak 

mengembalikan buwuhan. Orang yang tidak mengembalikan 

buwuhan biasanya akan menjadi bahan gunjingan masyarakat, 

sehingga nama baik orang tersebut akan tercemar. Hal ini jika 

terus berlanjut akan mengganggu harmoni sosial yang dapat 

memutus hubungan silaturahmi antarmasyarakat.  

Selanjutnya Mauss juga menjelaskan bahwa resiprositas 

sebagai bentuk sistem tukar menukar yang mana hakikat saling 

memberi mengharuskan si penerima untuk melebihi 

pengembalian. Hal tersebut mencerminkan adanya persaingan 

kedudukan dan kehormatan dari pihak-pihak yang bersangkutan. 

Setiap pemberian harus dikembalikan dengan suatu cara khusus 

yang menghasilkan suatu lingkaran kegiatan yang tidak ada 

habisnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Mauss, 1992) 

Pada tradisi buwuh masyarakat yang belum mengembalikan 

buwuhan akan dianggap masih berutang (potangan) yang harus 

tetap dikembalikan nantinya hingga lunas. Ketika pengembalian 

buwuhan sudah dilakukan tetapi nantinya masih terdapat hajatan 

berikutnya, maka masyarakat juga akan terus melakukan buwuh 

dengan memberikan semakin banyak buwuhan. Sehingga 

hubungan saling memberikan buwuhan ini akan terus 

berlangsung. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa praktik utang piutang pada tradisi buwuh walimatul ‘urs 

sejalan dengan teori resiprositas. Ketiga aspek di atas sesuai 

dengan ciri-ciri resiprositas yang dikemukakan oleh Mauss. 

Berikut ini merupakan ciri-ciri kegiatan yang menerapkan teori 

resiprositas: (Mauss, 1992) 

a. Pengembalian barang yang diterima tidak dilakukan pada saat 

barang pemberian diterima.  

Pengembalian barang dilakukan pada waktu yang berbeda 

sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada tradisi buwuh di Desa 

Perdopo, masyarakat tidak mengembalikan buwuhan di waktu 

yang sama dengan buwuhan diterima. Melainkan buwuhan akan 

dikembalikan ketika si pemberi mengadakan walimatul ‘urs yang 

belum diketahui kapan waktu pastinya. Sehingga memungkinkan 
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adanya jarak antara waktu penerimaan dan pengembalian yang 

relatif jauh. Maka pengembalian buwuhan oleh si penerima 

dilakukan pada waktu yang berbeda dengan diterimanya buwuhan 

tersebut. 

b. Pengembalian barang yang diterima memiliki nilai lebih tinggi 

daripada barang yang diterima atau setidaknya sama.  

Hal ini sesuai dengan penjelasan responden bahwa 

buwuhan yang akan dikembalikan minimal nilainya sama dengan 

yang diterima. Adanya keharusan pengembalian dengan nilai 

yang sama dapat ditunjukkan dari kebiasaan yang dijalankan 

masyarakat yaitu mencatat orang-orang yang memberikan 

buwuhan beserta jumlah buwuhannya. Pada proses pencatatan, 

pemilik hajatan akan menunjuk orang kepercayaannya untuk 

menghitung nilai buwuhan yang selanjutnya dicatat pada buku 

catatan khusus. Nantinya ketika si pemberi buwuhan mengadakan 

walimatul ‘urs, si penerima akan memeriksa buku catatan tersebut 

untuk mengetahui berapa nilai buwuhan yang diterimanya. Si 

penerima harus mengembalikan buwuhan dengan nilai yang 

minimal sama sesuai catatan. (Wawancara dengan Ibu L, 2023) 

c. Barang pemberian yang diterima tidak dilihat sebagai barang 

dengan nilai harfiah, melainkan sebagai prestasi.  

Masyarakat Desa Perdopo memberikan buwuhan kepada 

seseorang yang mengadakan walimatul ‘urs sebagai bentuk 

kehormatan si pemberi yang harus diterima. Begitu pula dengan 

pengembaliannya, jika si penerima tidak mengembalikan buwuhan 

maka akan mendapatkan sanksi sosial yang berhubungan juga 

dengan kehormatannya seperti menjadi gunjingan dan dikucilkan 

masyarakat. Tidak mengembalikan buwuhan akan dianggap 

masyarakat sebagai ketidakmampuan si penerima buwuh. Hal ini 

dapat menyebabkan si penerima tidak dihargai dan disepelekan 

di lingkungan masyarakat setempat. 

5. Penyimpangan Resiprositas pada Tradisi Buwuh Walimatul ‘urs 

Masyarakat Desa Perdopo Gunungwungkal Pati 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada sepuluh 

responden terpilih diperoleh jawaban berbeda-beda. Tujuh responden 

menganggap tradisi buwuh walimatul ‘urs merupakan utang piutang. 

Sedangkan tiga responden lainnya menyatakan tradisi buwuh bisa 

utang piutang maupun hibah. Ketiga responden tersebut memberikan 
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alasan seperti tergantung pada kondisi perekonomian orang yang di-

buwuhi. Buwuhan yang diberikan kepada orang dengan perekonomian 

kurang baik akan dianggap sebagai hibah, sehingga tidak 

mengharapkan adanya pengembalian. Sedangkan buwuhan yang 

diberikan kepada orang dengan kondisi ekonomi baik akan dianggap 

sebagai utang piutang. (Wawancara dengan Ibu T, 2023) Alasan 

selanjutnya adalah bergantung pada kuantitas buwuhan yang 

diberikan. Buwuhan dengan kuantitas sedikit bisa dianggap sebagai 

hibah, sehingga apabila tidak dikembalikan akan diikhlaskan. 

Sementara buwuhan dengan kuantitas besar dianggap sebagai piutang 

dan diharapkan dapat dikembalikan. (Wawancara dengan Ibu J, 2023) 

Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan 

pada resiprositas tradisi buwuh walimatul ‘urs di Desa Perdopo. Pada 

hasil penelitian ditemukan resiprositas varian baru yaitu resiprositas 

alternerend.  Istilah alternerend biasanya digunakan pada sistem 

kekerabatan dan hukum adat. Pada hukum adat terdapat istilah 

masyarakat alternerend yang artinya masyarakat di mana garis 

keturunan seseorang ditarik berganti-ganti sesuai dengan bentuk 

perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. (Nugroho, 2016) Maka 

alternerend adalah bentuk yang bergantung pada cara perkawinan yang 

dilakukan. (Nugroho, 2016) Sedangkan alternerend sendiri memiliki arti 

beralih-alih atau berganti-ganti. Sehingga resiprositas alternerend 

merupakan resiprositas yang beralih-alih atau berganti-ganti.  

Resiprositas alternerend pada masyarakat Desa Perdopo 

membuat tradisi buwuh beralih-alih. Hal ini ditunjukkan dari tiga 

responden yang menjelaskan bahwa buwuh bisa menjadi utang piutang 

maupun pemberian sukarela atau hibah. Buwuh dianggap sebagai 

utang piutang apabila diberikan kepada orang yang memiliki kondisi 

ekonomi baik (orang kaya) dan kuantitas buwuhan yang diberikan 

banyak. Sebaliknya, buwuhan adalah pemberian sukarela atau hibah 

jika diberikan kepada orang kurang mampu dan kuantitas buwuhan 

yang diberikan sedikit. 

Sehingga buwuh tidak hanya kegiatan yang bersifat 

transaksional, melainkan terdapat nilai sosial dalam pelaksanaannya. 

Adanya resiprositas alternerend menyebabkan tradisi buwuh tidak 

selalu bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Namun, pemberian 

buwuhan juga bertujuan untuk saling membantu sesama manusia. Oleh 

karena itu, buwuhan ini tidak diharapkan ada pengembalian. Apabila 
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buwuhan dikembalikan, maka masyarakat akan bersyukur. Sedangkan 

jika tidak dikembalikan, maka diikhlaskan karena tujuan awal 

memberikan buwuhan adalah ingin membantu. 

Menurut penjelasan di atas berarti terdapat penyimpangan 

resiprositas pada tradisi buwuh di Desa Perdopo. Pada dasarnya dalam 

teori resiprositas yang dikemukakan oleh Marcel Mauss, tidak ada 

pemberian secara cuma-cuma. Melainkan setiap pemberian harus 

diiringi pemberian kembali dengan nilai yang setidaknya sama. 

Jawaban dari tujuh responden menjelaskan bahwa tradisi buwuh 

menggunakan akad utang piutang. Hal ini berarti resiprositas pada 

masyarakat Desa Perdopo membuat tradisi buwuh walimatul ‘urs 

bersifat transaksional. Artinya masyarakat menjalankan tradisi buwuh 

sebagai suatu kegiatan yang dilandasi oleh keinginan untuk 

mendapatkan keuntungan. Sehingga setiap buwuhan yang diberikan 

harus diterima dan wajib dikembalikan nantinya. Pengembalian 

buwuhan juga dengan kuantitas yang nilainya minimal sama. Bagi 

pihak yang tidak mengembalikan buwuhan akan mendapatkan 

konsekuensi yaitu sanksi sosial yang telah berlaku di masyarakat 

setempat. 

6. Maslahat dan Mudharat pada Tradisi Buwuh Walimatul ‘urs 

Masyarakat Desa Perdopo Gunungwungkal Pati 

Buwuh sebagai tradisi turun temurun yang telah dilakukan oleh 

masyarakat Desa Perdopo tentu memiliki sisi maslahat dan mudharat. 

Baik menggunakan akad hibah maupun utang piutang, tradisi buwuh 

dapat mendatangkan maslahat maupun mudharat. Hal tersebut 

bergantung pada pelaku tradisi buwuh itu sendiri dan kondisi 

perekonomian yang sedang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara 

tradisi buwuh yang dilakukan dengan akad hibah dapat mendatangkan 

maslahat berikut ini: 

1) Tidak memberikan beban moral kepada masyarakat untuk 

mengembalikan buwuhan. 

Tradisi buwuh dengan menggunakan akad hibah 

memberikan kebebasan moral bagi pelakunya. Masyarakat tidak 

terbebani dengan adanya kewajiban untuk mengembalikan 

buwuhan yang nilainya sama. Masyarakat juga tidak akan merasa 

khawatir mendapatkan sanksi sosial apabila tidak mengembalikan 

buwuhan. Sehingga masyarakat akan merasakan ketenangan 
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dengan adanya penggunaan akad hibah pada tradisi buwuh 

walimatul ‘urs. 

2) Buwuhan dapat diberikan dengan kuantitas yang bebas sesuai 

dengan kemampuan masyarakat. 

Tradisi buwuh dengan akad hibah tidak ada aturan atau 

batasan terhadap nilai buwuhan yang diberikan. Masyarakat 

memberikan buwuhan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Begitu pula saat ingin mengembalikan buwuhan. Masyarakat tidak 

perlu mengembalikan buwuhan sesuai dengan jumlah yang pernah 

diterimanya. Sehingga masyarakat tidak perlu mengalami 

kesulitan bahkan berutang di tempat lain untuk mengembalikan 

buwuhan. 

3) Hubungan silaturahmi antarmasyarakat tetap terjalin meskipun 

buwuhan tidak dikembalikan. 

Akad hibah membuat buwuhan diberikan secara sukarela 

tanpa mengharapkan adanya imbalan apapun. Sehingga buwuhan 

yang tidak dikembalikan bukanlah masalah. Meskipun buwuhan 

tidak dikembalikan, masyarakat tidak akan memberikan sanksi 

sosial seperti menggunjing dan mengucilkan. Akad hibah pada 

tradisi buwuh membuat masyarakat terhindar dari adanya konflik. 

Sehingga penggunaan akad hibah pada tradisi buwuh akan 

menjaga hubungan silaturahmi antarmasyarakat. 

Setelah mengalami peralihan akad, tradisi buwuh juga 

mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Hasil wawancara 

penyusun kepada beberapa responden, dapat diketahui maslahat pada 

tradisi buwuh dengan sistem utang piutang sebagai berikut: 

1) Memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa buwuhan yang 

pernah diberikan akan diterima kembali. 

Akad utang piutang pada tradisi buwuh memberikan 

ketenangan bagi si pemberi. Si pemberi meyakini bahwa terdapat 

timbal balik pada buwuhan yang diberikan. Setiap kebaikan akan 

dibalas dengan kebaikan pula. Begitu pula dengan buwuhan yang 

diberikan akan dikembalikan dalam jumlah yang sama. 

2) Buwuh dengan sistem utang piutang akan memungkinkan orang 

yang mengadakan walimatul ‘urs memperoleh keuntungan. 

Sistem utang piutang pada tradisi buwuh akan membuat 

masyarakat yang mengadakan walimatul ‘urs menerima banyak 

buwuhan. Buwuhan berupa uang tunai dipengaruhi oleh adanya 
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inflasi. Sedangakan buwuhan berupa barang tidak dipengaruhi oleh 

adanya inflasi. Sehingga berapapun kenaikan harga pada 

komoditas tidak memengaruhi jumlah buwuhan. Barang-barang 

buwuhan akan dijual dengan harga sesuai di pasaran. Oleh karena 

itu, si penerima buwuh setelah mengadakan walimatul ‘urs akan 

memperoleh keuntungan.  

3) Buwuhan yang diterima akan membantu menutup biaya 

mengadakan pesta pernikahan. 

Mengadakan pesta pernikahan pastilah membutuhkan 

biaya yang cukup banyak. Sedangkan tidak semua masyarakat 

Desa Perdopo memiliki kondisi perekonomian yang baik dan 

mampu mengadakan pesta pernikahan. Tak jarang ada masyarakat 

yang kurang mampu tetap ingin mengadakan pesta pernikahan 

yang baik untuk anaknya. Mereka rela berutang kepada pihak lain 

terlebih dahulu demi bisa membiayai pesta pernikahan anaknya. 

Adanya tradisi buwuh dengan sistem utang piutang membuat 

banyak masyarakat yang kurang mampu merasa terbantu. 

Buwuhan yang diterima dapat digunakan untuk menutup biaya 

atau melunasi utang yang digunakan untuk mengadakan pesta 

pernikahan. 

Selain mendatangkan kemaslahatan, tradisi buwuh juga 

memiliki sisi yang mendatangkan kemudharatan baik dalam akad 

hibah maupun utang piutang. Buwuhan yang diberikan menggunakan 

akad hibah dapat membuat masyarakat tidak merasa terbebani 

kewajiban untuk memberikan atau mengembalikan buwuhan. Tidak 

adanya kewajiban dan sanksi sosial bagi pihak yang tidak 

mengembalikan buwuhan akan menimbulkan perasaan acuh tak acuh 

kepada pihak yang mengadakan walimatul ‘urs. Rasa acuh tak acuh jika 

dibiarkan dapat menghilangkan simpati dan kepedulian dengan 

sesama. Sehingga tradisi buwuh hanya dilakukan oleh masyarakat 

yang menginginkan saja. Apabila masyarakat terus-terusan merasa 

tidak harus memberikan buwuhan, maka tradisi buwuh bisa saja 

ditinggalkan. Tradisi buwuh merupakan kebudayaan turun temurun 

yang harus dijaga. Sehingga adanya rasa kepedulian dengan sesama 

yang terus meningkat akan membuat tradisi buwuh tetap terjaga 

walaupun menggunakan akad hibah.  

Selanjutnya tradisi buwuh yang mengalami peralihan 

menggunakan sistem utang piutang juga mendatangkan mudharat. 
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Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan penyusun 

sebagai berikut: 

1) Menambah beban perekonomian masyarakat menengah ke bawah. 

Kondisi ekonomi seseorang tidak bisa dipastikan akan 

selalu stabil. Hal tersebut menimbulkan rasa khawatir bagi 

masyarakat. Ketika kondisi ekonomi tidak stabil tetapi harus 

mengembalikan buwuhan, maka masyarakat terpaksa mengambil 

jalan keluar dengan berutang kepada orang lain. Masyarakat akan 

lebih mengutamakan kewajibannya untuk mengembalikan 

buwuhan meskipun harus berutang. Hal ini akan semakin membuat 

masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Apalagi bagi 

masyarakat menengah ke bawah pasti akan mengalami kesulitan 

ekonomi yang semakin parah. 

2) Terdapat sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak mengembalikan 

buwuhan. 

Buwuh telah menjadi tradisi yang dijalankan oleh seluruh 

masyarakat Desa Perdopo. Apabila terdapat masyarakat yang 

tidak mengikuti tradisi ini tentu akan dianggap tidak baik. 

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya diketahui bahwa 

masyarakat akan memperoleh sanksi sosial berupa menjadi 

gunjingan masyarakat, dikucilkan oleh masyarakat, masyarakat 

tidak bersedia memberikan buwuhan, dianggap sombong dan tidak 

tahu berterima kasih dan memutus hubungan silaturahmi antar 

masyarakat. 

3) Waktu pengembalian buwuhan tidak diketahui sehingga akan 

memungkinkan adanya kenaikan harga barang-barang buwuhan. 

Waktu pengembalian buwuh tidak pasti karena tergantung 

kapan si pemberi mengadakan walimatul ‘urs. Pengembalian buwuh 

bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah diterimanya 

buwuhan.  Selisih waktu yang lama ini tidak menutup 

kemungkinan terjadinya kenaikan harga barang-barang yang 

harus dikembalikan seperti beras dan gula. Apalagi buwuhan 

berupa barang di Desa Perdopo tidak terpengaruh dengan adanya 

kenaikan harga (inflasi). Sehingga buwuhan harus dikembalikan 

dengan jumlah yang sama walaupun harga barang-barang naik. 

4) Kewajiban mengembalikan buwuhan akan menjadi beban moral 

bagi masyarakat. 
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Akad utang piutang pada tradisi buwuh walimatul ‘urs 

dapat menyebabkan hati masyarakat tidak tenang. 

Masyarakat memiliki banyak kekhawatiran apabila tidak 

mampu mengembalikan buwuhan. Sementara di masyarakat 

terdapat sanksi sosial yang berlaku saat tidak mengembalikan 

buwuhan. Sehingga mengembalikan buwuhan menjadi beban 

moral yang harus ditanggung oleh pelaku tradisi buwuh. 

 

D. Kesimpulan 

Tradisi buwuh di Desa Perdopo telah mengalami peralihan akad 

yang semula pemberian sukarela (hibah) menjadi utang piutang. Praktik 

utang piutang pada tradisi buwuh dapat dilihat dari tiga aspek yaitu 

pencatatan buwuhan, kuantitas buwuhan dan pengembalian buwuh. 

Peralihan akad tersebut dipengaruhi oleh adanya resiprositas pada 

masyarakat. Masyarakat merasa gengsi dan ingin dihormati dengan 

memperlihatkan kemampuan ekonominya melalui buwuhan yang 

diberikan. Penyimpangan resiprositas telah terjadi pada masyarakat Desa 

Perdopo dengan munculnya resiprositas beralih-alih (alternerend). 

Resiprositas alternerend menyebabkan tradisi buwuh beralih-alih atau 

berganti-ganti. Buwuh tidak hanya kegiatan yang bersifat transaksional, 

melainkan terdapat nilai sosial dalam pelaksanaannya. Sehingga tradisi 

buwuh bisa menjadi pemberian secara sukarela dengan akad hibah 

maupun pemberian transaksional menggunakan akad utang piutang. 

Buwuh dianggap sebagai utang piutang ketika diberikan kepada orang 

kaya dan kuantitasnya banyak. Sebaliknya, buwuh dianggap hibah apabila 

diberikan kepada orang kurang mampu dan kuantitasnya sedikit.  
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